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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 rabun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lernoaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 1999 tentang Hak asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

3. Undang-Undang NomoI' 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Baret (Lembaran Negara
Republik Indonesia 1'ahun 2002 Nomor 26, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4(88);

a. bahwa untuk tertib pel9.ksanaan cuges dan fungsi serta tata keJja
Unil Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
sesuai Peraturan Walikota Sima Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu disusun Standar
Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan
dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang srandar
Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Korban Tindak Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak;

WALIKOTA SIMA,

DENClAN RAHMATrUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

PERATURAN WALIKOTA SIMA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

KOReAN TINDAK KEKERASAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

WALIKOTA SIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA SARAT

,
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4. Undeng-Undang Nomor 23 Tabun 2002 tentang Perlindungan
Anak [tembaran Negan>Republik Indone:Na TAbun 2002 Nornor
109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235) sebagaimana tetab diubah beberapa kali tcrakhir dengan
Peraturan Pemerintab Penggantl Undang-Undang Nomor I
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23
Tahun 2002 tentang Perlindungnn Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 Tambahan
Lembaran Negnra Nomor 5882):

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lemburan Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,Tamhahan Lembaran Negars
Republik lndonesia Nomor 44 19);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Sakai dan Karban (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun
2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 I Tahun 2014 tentang Perubaban alas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembamo Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5602);

7. Undang-Undang Nomor 2 I Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negnra
RepubUk Indonesia Nornor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 l l Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagalrnana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubaban alaS Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201]
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambaban Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor (398);

9. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negan> Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang·Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cfpta
Kerja (Lembaran Negnra Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lernbaran NegaM Republik Indonesia Nomor
6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemertntahan [Lernharan Negara Republlk Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembnran Negara Republik
lndonesia Nomor 5601) sebagaimena telah diubah dengan
undang- Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
[Lembaran Negnra Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negnra Rcpublik Indonesia Nomor (573);



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bima ini, yang dimaksud dengan ;
I. Walikota adalah Walikota Bima.
2. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

BAB I
KETENTUAN UMUM

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Ben,e
Negars Republik tndonesia tabun 2015 Nomor 2036
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 (Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negar,.
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

13. Peraturan Oaerah Nomor I Tahun 2016 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Daerah Kota Bima Tabun 2016 Nomor 87);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima [Lernbaran Daerah
Kota Bima Tabun 20 J6 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Daerab Kota Bima Nemer 88) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan oaeran KOla Bima Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Birna NOIDor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020
Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kora Bima Nomor
103);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tabun 2018 ten tang Perllndungan
Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2018 Nomor 203);

16. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan rungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima (Derita Daerah
Kota Bima Tahun 2020 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:
PE:RATURAN WAI..IKOTA TgNTANO STANDAR PE:LAYANAN
MINIMUM DAN STANDAR O]>ERASIONAL PROSEDUR
PENYE~E:NOGARAANPERLINDUNOAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN 01 UNIT PELAKSANA
TEKNlS DAE:RAHPERLINDUNOANpgREMPUAN DAN ANAK,

Menetapkan



5. Stan dar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah spesiftkasi teknis tcntang tolok ukur layanan minimal
yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bima kepada masyarakat.

6. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP
adalah standar yang dipergunakan daJam pelaksanaan
pelayanan dan pendarnpingan perempuan dan anak korban
tindak kekerasan.

7. Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Pedindungan Perempuan
dan Anak Korban Tindak Kekerasan selanjutnya disebut
pelayanan terpadu adalah penyedia layanan bag; perempuan
dan anak korban tindak kekerasan yang dikelola bcrsama-sama
oleh lembaga pemerintah, Jembaga non pernerintah, insransi
kesehatan, kepolisian, kejaksaan, institusi pelayanan hukurn,
psikolog, relawan pendamping, pembimbing rohani dan rumah
aman.

8. Rurnah Aman adaJah rumah singgah atau tempat tinggel
sernentara, yang diberikan untuk membcrikan perlindungan
terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

9. Korban adaJah perempuan dan anak yang mengaJami tindak
kekerasan.

10. Perempuan adaJah manusia dewasa berjenis kelamin
perempuen dan orang yang oleh hukum diakui sebagai
perempuan.

11. Anak adaJah seseorang yang bclum berusia L8 tahun,
termasuk anak yang ada daJam lcandungan.

12. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

13. Perlindungan adalab segala tindakan pelayanan untuk
menjamln dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan
yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.

14. Kekerasan adaJah setiap perbuatan yang berakibat atau yang
mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik,
seksual, psikologis termasuk aneaman tindakan tertentu,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang­
wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam
kehidupan pribadi.

15. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang
dilakukan oleh tenaga Profesiona! sesuai dengan profesi
masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna
penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

16. Pendampingan adalah kegialan dan tindakan yang dilakukan
oleh pendamping selama proses pelayanan.

3. Pemerintnh Daerab adalah kcpala daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pcmcrintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pernerintahan )'ang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerJindungan Anak yang
selanjurnya disebuc Dinas adalah Dinas Pembcrdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak KOlaBima.



Pasal4
(1) SPM datam pelayanan penanganan dan perlindungan terhadap

perempuan dan anak korban tindal< kekerasan, meliputi layanan:
a. penanganan pengaduan/laporan korban kekeruaan terhadap

perempuan dan anak;
b. pelayanan kesehatan bag; perempuan dan anak korban

kekerasan ;
c. rehabilitasi sosial bag; perempuan dan anak korban kekerasan:
d. penegakan dan bantu an hukum bagi perempuan dan

anak korban kekerasan: dan
e. pemulangan dan reintegraei sosiaI bagi perempuan dan

anak korben kekerasan.

Pasal3
(I! Dina. wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
(2 Kepala Dinas bertanggungjawab daJam penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.
(3) Kepala Dina. menyusun rencana anggaran, target dan upaya

pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan
SPM.

STANOARPELAYANANMINIMAL

Bagian Kesatu

BAB II
STANOARPELAYANANMINIMALDAN
STANOAROPERASIONAlPROSEOUR

Pasal2
(I) Maksud Peraturan wallkota ini adalah sebagai pcdoman dalam

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pertanggung jawaban, dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan
penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
korban tindak kekerasan.

(2) Tujuan Peraruran Walikota Iniadalab unruk meningkatkan kuaJitas
pelayanan melaJui:
a. kejelasan proeedur dan persyararan pelayanan:
b. kedisiplinan;
c. ranggungjawab dan kemampuan perugas pelayanan:
d. kecepatan dan ketepatan pelayanan;
e. keadilan mendapatkan pelayanan;
f. kesopaoan dan kemmahan petugas;
g. kewajaran dan kepastlan biaya;
h.. kepastian waktu;
L kenyarnanan llngkungan: dan
J. keamanan pelayanan,

17. Pendamping adalah orang "tau perwakilan dan lembaga yang
mempunyai keahlian melakukan pendampingan.



(I) Standar Operasional Prosedur pelayanan penanganan dan
perlindungan terbadap perernpuan dan anak korban tindak
kekerasan melipuri:
a. prosedur ketja;
b. akuntabilitas;
c. sarana dan prasarana;
d. transperaesu dan
e. pengelolaan sumber daya manusta.

(2) Standar Opcrasional Prosedur pelayanan penanganan dan
perlindungan tcrhadap perempuan dan anak korban tindak
kekerasan sebagaimana dimaksud pada a,yat (I) dilakukan melalui:
a. pelayanan penanganan pengaduan secara langsung;
b. pelayanan penanganan pengaduan tidak langsung; dan
C. pela,yanan penanganan pengaduan dengan jangkauan.

(3)Setiap petugas pelaksana daJam melaksanakan rugasnya, wajib:
a. menguasai, rnemahami, dan melaksanakan prinsip umum

layanan terpadu;
b. membangun komltmen tinggi untuk mendukung

pelaksanaannya;
C. mengembangkan koordinasi dan kerja sama secara optimal

dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik;dan

d. memperbatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Stander Operasional Prosedur pelayanan penanganan dan
perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak
kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercentum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Walikota ini.

Pasal5
Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur

Bagian Kedua
STANDAROPERASfONALPROSEDUR

(2)SPM dalam pelayanan penanganan dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan
berdasarkan indikator kinerja dan target SPM secara bertahap,

(3)Jenis pelayanan, indikator, standar dan Uraiao SPM scbagairnana
dimaksud pada a,yat (1) dan ayat (21 tercantum daJam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



Pasal8
(I) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal (SPM] dan Stan dar Operasional Prosedur (SOP)
pelaksanaan pencegahan dan penanganan perlindungan
perempuan dan anak Karban tindak kekerasan kepadaWalikota.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6
(enam) bulan dan setiap tahun.

Pasal9
Waiikota melakukan pernbinaan dan pengawasan atas pelaksanaan
peoyelenggaraan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan
anak seeuat dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Stan dar
Operaslonat Prosedur (SOl').

BAB1V
PEJ..APORAN,PEMBINAANDAN PENGAWASAN

kegiatan
dilakukan

PasaJ7
(1) Evaluasi pelaksanaan kebija.kan, program, dan

perlindungan korban kekerasan sesuai SPM dan SOP
setiap akbir tahun anggaran.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) digunakan
sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan
kegiatan perlindungan korban kekerasan untuk tahun berikutnya.

Pasal6
[1) Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan SPM dan SOP

pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak
korban tindak kekerasan oteh Dinas.

(2) Pernantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk menjamin sinergisitas, kesinambungan dan efektivitas
langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan perllndungaa korban kekerasan..

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk mengetahui perkernbangan dan bambatan dalam
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan.

BAB ill
PEMANTAUANDANeVALUASI



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR bb,

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal ~ Juni 202 J
SEKRE:TARIS DA RAH K01'A BIMA,

ur
uGUHAMMAD LUTFI

Ditetapkan eli Kota Bima
pada tanggal g JUri; 2021

~ WALIK01'A BlMA, ,/

Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan WalU<otaini dengan penempatannya dalarn Betita Daerah
!>otaBima.

BIID V
KETE:N1'UAN PE:NUTUP



StandRr ~layQ1lADMinimal BalaS
Waktll

NO Jenis Pelayanan IndlkalOr Nilai RltnlUS Perllilungan Pencap
Dasar aian(%)

I Penunganan CHkUJl'ln perempuan Ju,mlah pengaduan
pengad uan / dan Ill\8k korbrul Ke yAng dllJndRklAnjuti
tapcran korban kCI'1)SRll yang menda 100"~ olch UPT 100%
kekeraean patkan pe:nangnnan Jumlan pengoduan 2023
lcth8dap pe~1duan olch Pc ,)ranft l118suk ke UPT
perempuan dan IURl'Sterlallb dl dalam
1lJUti< UPT

II Pclayanan Cakupan percmpuan .Jumlah korban
kesebatan bag; dan unak korban terbadnp perempuan
perempuan dan kekern8A n yang dft" ,,",uk yang
nnak korban mendnpmkon mempemleh Ia)'anan
kekerasan Laynnan keeebaten kesctlfll,J)ll olch tennga

oleh te""gt) keeehntan 100"/. kesehBtAn terlatih di 2023
tertanh Puskesnti:l_s Puskesmos mampu
mampu iAtAlak_ ta tAla,ksana KIP/A
kekerasan 1crl1>tdap AtAU PK X 100%
perempuan etau anak JumlAh sefuruh
(1(1P/Al dan pusat korbAn KIP/A yang
pelaYllnlln tcrpedu terdata dntang kc
(PPTJ / PllSI-ll Krists puekesmas mampu
Tel-podu II'KT) di tertntolok8OJ1{\ ka3U~
Rumuh SnkJL Kll'l/A dun ke Ruman

S.ld.

m Pclayaf1an Mediasi Cakupnn perempuan -Jumtnh kcrban
dan :tNlk korOOn kekemsan yang
kekerasan yang mendftpotkan
mendnpotkara pe~,y.nan mtdiasi x
LayAna n ruedinsi oicb 100% jUmlaJl korban
te.nRgIl tcrlatih dan kekerasan yang
bersertUiklll memburuhkan

75% rnediasi 2023

IV l~t~hfll>iliLnS sosial Cakupnn layanlUl JlunlQh korban
bngi perempuan RellRl>llilnsl sosiaJ kekernsan yaug

1 URAfANSPM

LAMPlRAN
PERATURANWALIKOTABIMA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MiNIMUM DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENOOARAAN PERLINDUNOAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASANDI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAIt PE:RLlNDUNOAN
PEREMPUANDANANAK



2023

2023

2023

hukum.
mernbutuhkun

Jumlah perempuan
dan AI\81r: korban
keke.ra$8Jl yang
lIlendapotknn layanan
bt\nlulln hukum x
100% Jurnlah korban
kekernsnn yang

Jumlah I'crka ra yang
dipuwskan
penglldilnn dengan
dasar perundang-
undnn~n yang
berkAiUln kekerasan
lerhadap percmpuan
dan nnok x
100% Jumlnh pcrkara
kekemsun tcrha.dar>
J)e1,<:n11)UOndan anak
yang dlsidllngk'tn.

CakUJ)(IJ'I layanan
'-....1 ...L..:':,cn"'·n""::c""gm.isosiaJ bagi

Cakupan perempuan
dAn anaJc: koTban
kt:kerasan yang
mtndape. Iayanan
bantuan hukum

v CakuP811 peuegakan
hukum dan tingkal
pcnyldikAll sampai
dengnn putusan 80%
pengndUoll atas
lcasus..xnsus
kekerasan ternadep
perempunn dnn enak.

Penegakan dan
bantuan hukum
bog; perempuan
dan anak korbon
ktkcm:san

'vi"" pemujangan dan CaklJI)(U) la'::y::an=an::-t---t·.,::u::m:'rIA::;':-,--:pc~l'e:-:rn::p::u::OJ'I:-:-t-----i
relrncgnl.si sostal pcmulnngnn bagl dan Rnok vcrben keke
bagl perempuan perempuan dan anak msan yang mcndapat
dan anal< korban korbRn kekerasan kan pclayanan
kekerasan. pemulanpn x 100%

50% jumlah pcrernpuan
dnn annk korban
kekerasan yang
terdoUl di UV1'

bimbingan

ktkt"mAAn yang
men<lapelkruJ layanan
blmblngno rehani _ x
100% jumlnh korban
kekt.I"ASAn yang

2023

korbanJumlahcakuJlftn layanan
blDlbing.on robaru
yang dibcrlkan oleh
perugas bunbtngan 75%
rahanl ltrlalib bagi
perempuan dan nnak
korbnn kekemean di
datam UP1'

~+=~~~~--~~~-=~--+-~~~~~~-.dan "nak korban yang (lIhc:rli<an oJeb rnendapatkan
kckerasan. pc'uga. renabtutas petayanan rchabilitasi

so(C;inl ICrlt.ltih bagi 8Os!,,1x lOO% jumlah
perempunn dan nnak korbnn kekerasan
korbAn kekcrusan di yallg membutuhkan
daJrunUPT. 750/. reh.bUIl".! _lal

membutuhknn

lndikAtor

2023

BaUiS
Waktu

Rumu. Ptrhilungan Pencap
alan(0/.)

NilaiNo .JeulsPcIa}'8Jl8D
Da_

StandAr Pt'lAyanan Minimal





COlown : Bua; KUlak Pengaduan

2023

2023

JumlSlh perempuan
dan noak korban

100"/0 kekerasen yang
(1ISAl\lknll kembali ke
kefunrgn, keluarga
pellggonu dan masya
rakAl IIIln"yo X 1000/.
Juollnh perempuan
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B. PRINSIP PIl:LAYANAN
Pemberian layanan !erpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
dilo.kukan dengan memperhatikan ptinsip:
I. Responsif Gender

Sernua petugas pelayanan harus peke terhadap gender ketike
mendalami masalah yang diaJami korban dan dapat melakukan
pemberdayaan terhadap karban.

2. Non Diokriminasi
Setiap perempuan dan anak tanpa keeuali berhak mendapatkan
layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, tidak ada
seorang pun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain
kecuali atas pertimbangan kedaruratan terteruu.

3. Hubungan Setam dan Menghorrnstl
Sinpapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan
denganrasa hormat kepada korban ranpa membedakan keyakinan,
nilai-nilai dan status sosialnya. Perlakuan hormal dati perugas
pelayanan menjadi penting untuk mcmbangkitkan harga diri korban
yang jatuh akibat mengalami kekerasan. Rasa hormat juga perlu
ditunjutkan dalam proses mendengarkan narasi korban ala. kasus
yang dialamillya

A. DASAR HUKUM
I. Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1979 lenltlng Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

lelah dlubah beberapa kaJi terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nornor I Tahun 2016 tentang Perubahao Kedua Atas
Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perllndungan Anak;

3. Undang-Undang 23 Tahun 2004 ten tang Penghapusan Kekerasan Dalarn
Rumah Tangga:

4. Undnng-Undang Nemer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korba" sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 len tang Perlindungan Saksi dan Korban;

S. Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah
sebagaimnoa telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraluran Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 len tang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Karban Kekerasan dalnm Rumah Tnngga;

8. Peraturan Menteri Nogara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/ll/2008 Tahun 2008 lentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasiooal Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

2. STANDAR OPERA510NAJ. PROSEDUR (50Pl PERUNDUNGAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN 11NDAK KEKERASAN



4. MenjagaPrivasi dan Kerahastaan
Pelayanan harus diberikan, di tempat yang menjarnin privasi korban.
Setiap informasi yang ierungkap dalam proses pemberian layanan
harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang
relevan daJam pernberian layanan.
Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.

5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman
Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam
keadaan aman dan nyarnan daJam menceritakan masalahnya.

6. Menghargai Perbedaan Individu
Setiap individu harus dipandaog unik, masing ..masing orang
mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan coping mechanism
(cara menghadapi stres) yang berbeda sehingga tidak boleh
dibandingkan antara satu korban dengan korban Lain dalam hal
apapun.

7. 1'idak Menghakimi
Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi
korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau
dihakimi.

8. Menghormati PiJihan dan Keputusan Korban Sendiri
Pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai
dan proses wawancara, pencatatan data, hingga penangananj'tindakan
yang akan diambil. Oleh karena itu, petugas dart setiap rencana
tindakan, termasuk keuntungan, kerugian, dan konsekuensi bagi
korban. Setiap masatah memerlukan langkah yang biasanya adalah
kristaJisasi dari beberapa pilihan. TUgas pemberi layanan bukan
membuatkan keputusan untuk korban, akan tetapi memfasilitasi
korban dengan inforrnasi (Ian pandangan untuk menemukan
kristalisasi dari piliban yangtersedia. Prinsipnya tida.k ada satupun
solusi yang cocok semua orang, dan hanya orang yang bereangkutanlah
yang paling tabu akan dirinya. Hal ini juga mengandung unsur
pemberdayaan bag! korban agar dapat membuat keputusan sekaligus
bertanggungjawab atas piliban yang diambilnya. Banyak perempuan
yang dalam hidupnya tidak pernah sekalipun mernbuat keputusan
untuk dirinya sendiri.

9. Peka Terhadap Latar Belakang dan Kondisi Korban
Kadang-kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang
ekonorni, pendidikan, dan Iiogkungan yang tidak sama dengan petugas.
Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang
dimengerli oleh korban. Akhir-akhir ini, semakin banyak perernpuan
cacat/ di/ablej disable yang menjadi korban kekerasan, apakah yang tuli,
bisu, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental. Untuk
kategori korban ini pun harus disediakan penterjemah yang dapat
diambil dari para guru Sekolah Luar Biasa,

10. Cepat dan Sederhana
Pemberlan Layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan
yang tidak perlu. Mungkin beberapa intervensi memerlukan
keterlibatan berbagai pihak, tetapi dengan proaktifnya petugas
peJayanan, korban barus dijamin dapat menjalani semuanya dengan
proses yang sederhana. Bila korban datang ataa rujukan pihak pemberi
Jayanan lain, rnaka peurgas penerima harus membaca tcrlebih dahuJu
sural penganrar/ruiukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya
berulangkali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi

111\/



a. Selama proses pcnanganan berlangsung. korban anal< perlu
mendapatkan hak dasar anak termasuk hak untUk pcndidikan dan
akses kepada orang tUB;

b. Korban anak memperoleh hak dan perllndungan yang sarna
dinegara/daerah asnl.tmnsit atau daerah tujuan, yang berkaitan
clengan status, kewarganegaraan, ras, warnakutit, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan, agsma, politik atau pendapat lain, etnis atau
kebidupan soslalnya, kepemilikan, diaabilitas, kelahiran atau
status lain;

d. Negara bertanggung jawab untuk membuat korban anak bebas dari
stigma yang disebabkan karena perdagangan orang. Hal ini juga
diberlakukan kcpada anal< yang dikandung dan dilabirkan dari
seorang korban;

e. Korban anak diberlkan haknya untuk dengan bebas
mengeksprestkan pandangannya terhadap sernua hal, termasuk
yang berkaitan dengan proses hukurn, perawatan, dan
perlindungan semen lara serta identifikaaidan impiemcntasi solusi
selanjumya. Pandangan anak terse but diberikan tidak melebih
tal<aran sebubungan dengan usianya, kernatangan, perkembangan
kapasttasnya. dan kepentingan terbaik bagi dlrlnya;

f. Korban anak dilengkapi akses terhadap informasi tentang segala
hal yRDS mempengaruhinya termasuk bak-haknya, layanan yang
tersedia dan PI'OSC. reunifikasi keluarga dan/atau repauiasi.
Informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang dapat
dimengerti oleh korban anak. Penterjemah yang tepat hendaknya
disediakan jika diperlukan;

g. Informasi yang dopat rnernbahayakan korban anak dan atau
keluarganya, tidllk dlungkap keeuali diperlukan oleh hukurn,
Semua langkah dirunbil untuk melindungi privasl dan identitas
korban anak, Nama, alamat stall informasi lain yang dapat
mengarah pads idelltiJikasi korban anak dan atau keluarganya,
tidakdiungkap pada public atau media. I.in dari korban anal<
hendal<nya dimin18kan sesuai dengan lingkal usianya sebelum
mengungkap informasi yang sensitif;

h. Identitasctnis, kultur, kepcrcayaan, dan agama anak korban anak,
dibonmarl setiap 88At. Oukungan diberikan kepada korban anal<
dalam rangka memben'kan kesempatan baginya unruk menjalankan
ritua1emis, kulrur, kepercayaan, dan agamanya.

kaSUSD}"'a.

t t. Empati
""lugas harus mencrapkan sifat emparl, yakni kesanggupan untuk
menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban).
Dengan demikian korban merasa diterima, dipahami dan dapat terbuka
rnenceritakan persoalannya.

12. Pcmenuhao Hak Annk
Korban yang berusla dl bawah 18 lahun berhak atas penghormatan
dan penggunaan sepenuhnya hak-baknya untuk bertahan hidup,
pengembangan, perlindungan, danpartisipasi, sebagaimana diatur
dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convenon on lite Rights ofthe Childl.
Korban anak memiliki keburuhan khusus dan oleh karenanya berhak
al'8s langkah-langkah pcrlindungan khusus sebagai berikut:



uraian:
Pendaftaran
I. Oalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan secara

tangsung Petugas Adrmnistrasi menerima pendaftarao korbao tindak
kekerasan dan mencatat dalam agenda.

2. Petugas administrasi rnenyerahkan formulir pendaftaran yang harus
diisi oleh pelapor mengenai identitas diri kcrbarr/pelapor.

3. Forrnulir yang sudah di isi korbanj pelapcr dicatat dalam agenda
pendaftaran dan selanjutnya diserahkan kepada Petugas ldentifikasi.

4. Petugas ldentifikasi merima formulir pendartaran dan mengidentifikasi
kasus yang disampaikan oleh korban/pelapor.
a. Dalam mengidentifikasi kasus Petugas ldentifikasi harus

memperhatikan:
(1). Apabila pelapor adalah kategorr berkebutuhan khusus (tuna

runguj'tuna wicara) maka diupayakan penterjemah.; dan
(2). Apabila pelapor dalam keadaan tertckan, stress berat,

ketakutan akan keamanan dirinya dan keluarganya, luka
parah, pingsan, dan eebagairwa maka dilakukan intervensi
krisis terlebih dahulu.

b. Apahila hasil identifikasi kasus korban kekerasan adalah anak,
maka petugas wajib melaporkan kepada kepolieian, ranpa
mempertimbangkan persetujuan.

c. Apabila hasil identifikasi menunjukkan kasus Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Petugas wajib melaporkan ke kepolisian tanpa
mernpertimbangkan persetujuan (consent).

d. Hasil ldentiflkasl datam berkas kasus dilaporkan kepada Kepala
UP1'D PPA.

5. Kepala UPTD PPA menerima laporan hasil identifikasi dan
memverifikasi laporan untuk meneliti keakuratan laporan serta
menyiapkan Assessment kebutuhan korban, dan dilaporkan kepada
Kepala Dinas Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KOla
Sima bam secara lisan maupun tertulis,

6. Pelaksanaan Assessment kebutuhan korban diserahkan kepada
Konselor untuk menentukan altematif penanganan kasus,

7. Konselor menyampaikan intcrmaei standar jenis layanan yang tersedia
dan melakukan assessment keburu han penanganan kasus dan
menyiapkan saran serta tindak lanjut melalui Kepala TU UPTD PPA.

8. Assessment kebutuhan dimaksud adalah untuk mendiskusikan
dengan korban atau pendamping tentang pili11an layanan yang
dibutuhkan korban sesuai dengan permasalahanjkasus yang dihadapi
korban, yaitu pclayanan kesebatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukurn,
dan pemulangan atau reintegrasi.

9. Kepala TU UP1'D PPA menerima tindak tanjut dan merekomendasikan
draf naskab kesepakalan layanan yang akan diberikan kepada korban.

10. Kepala UPTD PPA menyetujui dan menandatangani naskah
kesepekatan layanan bersama korban/pendamping mengetahui Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima,

4V

a. Pelayanan penanganan pengaduan secara Jangsung
adalab pelapor (korbanl keluarga /orang lain/ kclompok ma&ynraktJ.t/
institusi) datang secara langsung mengadukau/melaporkan adanya tindak
kekerasan yang dialarninya sendiri/ orang lainj keluarga/ kornunitasnya/
msutusinya.

C. PROSEDUR PF:lAVANAN PENANGANAN



c. Pelayanan korban/keluarga melaporkan undak kekerasan yang dialamtnya
sendiri

Pelayanan korbanj'keluarga rnelaporkan tindak kekerasan yang
diaJaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui media telepcnj'hntline,
surat/email ataupun faximile, termasuk laporan yang dilakukan/dirujuk
oleb masyarakat dan Zatau lembaga lain mengenai adanya tindak
kekerasan yang dialami oleh korban.

- Petugas administrasi menerima dan mencatat identitas diri korban yang
datang langsung dalrun kondisi krisis (Ian mengantar kepada Petugas
ldentifikaai.

- Petugas Identifikasi melakukan identifikasi singkar sambil menenangkan
korban dengan teknik relaksasi dan melaporkan t.iJldal< lanjutnya
kepada Kepala "U UPTDPPA.

- Kepala TU UP1'D PPA menertma undak lanjut dan merekomendasikan
korban kepada Kepala UPTDPPA untuk menentukan prioritas rujukan
penanganan yang tepat dengan kondisi korban.

- Kepala UPTD PPA menandatangani Sural Pengantar Rujukan sesuai
dengan tingkat krisisnya.

- Surat Pengentar Rujukan dapat ditujukan pada medis, psikologis, dan
keamanan diri.

- Petugas ldentifikasi membawa korban ketempal prioritas rujukan
penanganan atau keternpat yang lebih aman atau bila perlu minta
bantuan keamanan dengan kepolisian,
a. Petugas ldentifikasi memantau korban sampai dalam keadaan aman

dan nyaman dalam menyampaikan masalahnya.
b. Perugas Identiflkasi melakukan identifikasi kasus dan informasi

standar pelayanan yang tersedia.
e. Hasil Idencifikasi disampaikan kepada Kepala TU UP1'D PPA untuk

direkomendasikan kepada Kepala UPTDPPA.

b. Pelayanan Penanganan Pengaduan Seeara Langsung Dengan lntervensi
Krisis

11. Konselor melaksanakan mediasi, negosiasi, dan mvestlgasi kasus,
a. Hasil mediasi, negosiasi, tnvesugasi kasus dilaporkan kepada Kepala

UPTOPPA.
b. ApabiJa hasil dan mediasi, negosiasi, dan investigasi korban perlu

dirujuk dengan unn tayanan lain Konselor akan membuat Japoran
kronologis kejadian kasusnya untuk kelengkapan surai rujukan.
Kepala TU lJPTD PPA menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus
jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan rnembuatkan surai
rujukan untuk ditandatangani Kepala UPTDPP!\.

12. Kepala UPTD PPA rnenandatangani surat rujukan untuk disampaikan
ke lembaga layanan lain dengan mengetahui Kepala Dinas
Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

13. Surat rujukan bertandatangan diserahkan kepada korbanj'konselor
yang akan mendampingi korban.

14. Konselor rnenghubungi lernbaga lain, melengkapi dokumen surat
rujukan, meJaksanakan, metakukan koordinasi, dan pemantauan
secara berkala serta membuat laporan akhir penanganan kasus.

15. Kepala TV uno PPAmendokumentasikan Iaporan penangaoan kasus
untuk dijadikan bahan pelaporan.



d. Pelayanan penanganan pengaduan dengan jangkauan,
Adalah mengirim petugas unt uk melakukan penjangkauan dan

menawarkan pelayanan kepadanya sebagai tindak Ianjut dari pengaduan
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dapat langsung
datang keunit pengaduan.

Tahapan:
Petugas Adrninistrasi menerima dan rnencatar identitas diri korban
daJam pengaduan melalui tetepon atau surat dan rujukan dari lembage
lain.

- Unruk pengaduan dengan rujukan disertai surat rujukan atau data-data
yang dikirirn oleh lembaga lain apabUa tidak ada surat/data-data
penyerta maka langkah penanganannya sama dengan korban yang
datang secara Iangsung.

- Pengaduan melalui telepcn/surat/surat rujukan yang diterima
disampaikan kepada Petug •• Identlfikaai.

- Petugaa identlflkast menerima pengaduan menetima dan menindak
lanjuti laporan pengaduan untuk disarnpaikan kepada Kepala UP'fD PPA
harus memperhatikan :
a. Meminta informasi idenutas pelapordan menggali permasalahan

korban:
b. Menyampaikan tentang layanan yang tersedia beserta tujuan rujukan

lanjutan yang dibutuhkan dan menerapkan prinsip-prinsip umum
layanan terpadu; dan

c. Menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan pengaduan
secara langsung atau tertulis basi pelapor yang melalui telepon dan
jangan memutuskan hubungan telepon aebelum pengadu mengakhiri
pembicaraan dengan rumusan tindak lanjutdan kesediaan untuk
mendampingi dalam menggaJi dan mengambil solusi.

- Kepala UP'fO PPA menerima dan memverifikasi laporan untuk
ditindaklanjuti dan menentukan perugas yang akan mengidentifikasi
sesuai dengan kasusnya.

- Petugas ldentifikasi mempelajari dan menelaah banaea dan maksud
pengaduan.

- Perugas ldentifikasi mengklarifikasi pengaduan yang tidak jelas dan
mengidentifikasi kasus apakah kekerasan terhadap perempuan atau
anak.

- Hasil identffikasi disampaikan kepada Kepala UPTO PPAmelalui Kepala
TU UPTO PPA.

- Kepala TU UPTD PPAmembuat dan menyampaikan draft surat jawaban
balasan serta tindak lanjutnya kepada Kepala UP'fD PPA.

- Kepala UPTO PPAmenandatangani sural jawaban balasan penanganan
kasus dalam rangkap 2 (dua) yaitu untuk korban dan untuk disimpan
sebagai arsip.

- Perugas Administrasi rnencatat surat pengaduan daJam catatan
pelaporan dan mengarsipkan dalam folder khusus.

- Perugas Administrasi menyampaikan surat jawaban balasan yang
tetap menyarankan kesediaan korban/pelapor untuk datang langsung
ke unit layanan.

- surat jawaban balasan dikirim dalam amplop tertutup dan mernakai
nama instansi/lembaga.

- Kepala TU UPTO PPA mendokumentasikan laporan penaoganan kasus
dan copy surat di arsipkan dalam folder khusus.



• Setiap petugas peIaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan
penanganan pengaduao pada Pusai Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, wajib membangun komitmen tinggi untuk
mendukung pelakaanaannya.

• Setiap petugas peIe.ksana Standar Operasional Prosedur pelayaoan
penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pernberdayaan
Perempuan dan ADak. wajib menguasai, memahami dan melaksanakan
prinsip umum layanan terpadu.

D. TATAKERJAPETUOASPELAKSANA

1. Petugas Administrasi menerima dan mencatat berkas pengaduan dengan
jangkauan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala UP'l'DPPA.

2. Berkas pengaduan adalah sebagai lindak lanjut dari pengaduan yang
meIaluitelepon/surat/email.

3. Kepala UPTD PPA menerima agenda pengaduan penjangkauan dan
memcerifikasi Laporan untuk tindaklanjut penanganan kasus.

4. KepaJa TU UP'l'D PPA membuat draft Surat Perintah Pelaksanaan
Penjangkauan untuk Petugas ldentifikasi.

5. Kepala UPTD PPA menandatangani Surat Perintah Pelaksanaan
Penjangkauan.

6, Petugas ldenuflkas! dalam melaksanakan perintah ke tempat
penjangkauan memperhatikan :
a, Menyusun perencanaan sebelum melakukan penjangkauan dan

melakukan koordinasi dengan aparat keamanan apabila diperlukan;
b. Dalam melaksanakan ketempat penjangkauan dirumah korban ateu

tidak dirurnah korban petugas terlebih dahulu memperkenalkan diri
dan meminta persetujuan korban dengan tawaran penjangkauan;

c. Menyampaikan tujuan penjangkauan dan manfaatnya untuk korban;
d. Mendiskusikao hal keamananyang hams diperhatikao korban;
e. Melakukan wawancara dengan kcrban, bila korban telah menyatakan

persetujuannya:
r. Untuk korban anak dalam meIe.kukan proses perlu didampingi

keluarga yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya korban anak;
g. Apabila korban menoIe.k untuk melakukan proses pendarnpingan

lebib lanjut, petugas memberikan araban dalam penyelamatan diri
dan memberikan nomor kontak apabila korban berubah pikiran: dan

h. Hasil iderrtiflkasi penjangkauan selanjutoya disampaikan kepada
Kepala UP'l'DPPA.

7. Kepala UP'l'D PPA menerima hasil identiflkasi peniangkauan dan
memverifikasi laporan untuk menyiapkan assessment kebutuhan dan
tindak lanjutnya.

8. Kepala TU UPTO PPAmenyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika
memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuat draft surat
rujukan.

9. Kepala UPTO PPAmenyetujui dan menandatangani surat rujukan unruk
ctisampaikan ke lembaga layanan lain.

1.0. Perugas menghubungi dan mengoordioasikan dengan lembaga layanan
lain dan membuat laporan penanganan kasus.

II. Petugas ldentifikasi melakukao pemantauan keadaan korban secara
berkala pada unit layanan yang dirujuk.

12. Kepala TUUPTDPPAmendokumentasikan laporan penaoganan kasus.

Uraian ;



Pembiayaan pelayanan penanganan korban undak kekerasan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Peodapatan dan
Belanja Ne~ara (APBN)serta sumber anggaran yang lain yang sah dan bersifat
tidak mengikat.

G. PEMBIAYAAN

1". PENCATATANDANPELAPORAN

• Setiap dokumen laporan penanganan kasus dicatat oleh petugas dan
clirekapitulasi setiap bulannya.

• Hasil rekapitulasi di isi oleh Kcpala TU UPTD PPA sesuai dengan formulir
dan table daJam sistem pencatatan dan pelaporan yang ada pada
Kernenterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia.

• Hasil rekapitulasi disampaikan dengan Kepala l1PTD PPA until k
ditandatangani dan dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

• Setiap semester Unit Layanan menyampaikan Data Kekerasan sesuai
dengan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan di Kernenterian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ADak.

Penanganan Pengaduan, dipandang perlu menyediakan sarana dan
prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

Sarana dan Prasarana pendukung dioperasionalkan secara khusus
dalarn pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu
Pemoerdayaan Perempuan dan Anak, secara efisien, efektif, dan tepat
waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap pelaksanaan
maupun keseluruhan wakru pelayanan.

E. SARANA

• Setiap petugas pelaksana Standar Operasional Prosedur pelayanan
penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, wajib ruengerubangkan .koordinasi dan kerja sama
secara optimal dalam upaya meningkarkan eflstensi dan efektivitas
pelayanan publik.

• Setiap petugas yang terubat dalam pelaksanaan standar operasionat
Prosedur pelayanan penanganan pengaduan pada Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Ana.k wajib mernperhatikan
ketentuan peraruran perundang-undangan yang berlaku.



_SOP !OP.QPJ.IX01A IlWo -4,T_"'_
TallOlllll Rtfl$l .
ano~P~a"

l(t¥lalaOrmPPPA

DlNAS ('l!JItBF..RDAYAANPI,RI\I\!J'UAN DAN
~~PERLlNDUNGAN ANAK KO'fA BDltA 0Iaa1l.... ()OfI

H AHMAi2 ~
Np.l~ 3t!B2[I3tOO6

PElAYAJWf~ -"'" IIOA'NliiNlt'eiC,t,D,WI

-"""" 11....... ,.._

1 s..a.1II!*'CM pelalNn ,,"IilIlGGPtw QlII
1 I.IncMno'liIdq ~ 21 Tetlin 2ro41efl1!ng~ IiNl1IIIIn dII~mRlnllh Tengg. '~A
2 ~~,~ NoMoI1JTfIhI.WI~"..lIrl9~''''''''~

, 8um1l~peII!llm 1t!rUqI~~""'.3 lNIMa~tboo2'ITIt$2001Ut'ti'1~~lDnr""p*IIPe.~0fMQ , E"~ •. j4.n,~lpC!nplilletja.
• 1JfOInO~ NorM!' ~ tttr.fl2014 ~ PtMIiM<I .. U'*V.1.l:!dq Itmx.- 21 TttIu\ 2OD7 I...

1In1lnQ~/Wi(

• ~ PMw~ NIInCr !ill~ 200* .... T_On'" ........ ~TIqIiIIIII ~
SIiU cIn'nlIlIO'brITId!t Pd!I1to ~ a..

• ,...... ~.,.. Pad!"""_ Pw....... ~...,. tb 1t~ 20»..........~~thJI~..,,_ .........w.t, .........__ .....~=-.Poa ;..,_~#I't!I HII' T..... 2M& .....
,..._,~l.hl.FIifIIiI:il4lNCwtII~,.....__~

• ......., \lirePwi"~ ~ *"~ k.A No I T*n~t5~ Sin!mP"'III@,.,,~.~AMl
• dOlOO1201$II**' I Jil2;85;8&

r.!~mn ~"~W\It'IIWQMPIII'I'
SCP IN 1I.QiI "'~ &aOOllfPflft"'M*l"maItkMll LlrI""'" T"p8CIU PtrtIl~n..,.,n AA,»; fIcrbI'In 1 9~IICIl_n~nPo\9&i.en
1:-." ... " 1 fOtmI" flIIIrt,".np.q1l"..M ?lIIIIIltliJen

1 5u'*.l,WIlonOl!lnt:u'

,... .. "~ ... OW!~*""""'.....,_
, ~.."..__toMII"~JII!'t"'''''""*,,
1W¥1IIItNI-- .~_ .... J!I'O_.....,.
l"" __ ~ __
« s.ca.e ............. bX_ .. ~ ...... .._ .....
5 ,._....,...._~IAI •
•Mr~ __b... ~~ .... IfINI;ft_...nb!neti ...
,,~fVIktn .. .antes. onIctmMiallYl''''' ..,. _" ~o!IIM,
0:""""" •• 1I~ =umertIbed.ob«IebI'I8MlI1"U lOItNr\dt!l8l" JlI!9-'
cI"",",~n~""pe~ul'lllptl."'n \II~..@t\lelf(Jol\M~~ _ \o"*'tlfllI~~delaltbMl1J;ep;clIJn•
• .,IkrniI'-,n t:otAlutAn V!rhedEll) IoloIbend9"'m t.lIIA ..,.....,. ~n
I MlmtrGIn ~n tQ'I«deskmtclenaen '0ftIII\MIMM""'IPIIi!f)ejiatl~en,

I. SOP PeJayanan Pengsduan



lif
(

"I

- 1+--1-- f
v

I

I" !ili
I---I--Ir

"

-

f
I

w '" - i

ilt I ~,
! I eII •; c f

f fl,
f",

~



,- I- r-

G
'- _J - - - - '- -

fil, 1f ;IJI;1 ~IJ'·$
ii 1f!,i !~~iI
, it.3 I••.. -

I J '" "I I

If !i IIi JI!'.~
'J

~

e. i

<

D-B-

II
(

I

•



- -: 0

311
If II f,-- -! [I; !~1 jit i Ii IBJ

r- r-- r--~o-r - r f- t-

'-- .._ -- G
~ -vO- ,..-

'- ,_
'- I-

L t-
.._ .._.._

f Ii I!!J. II
l Ifl I-1JtC I •

.. .. "" iI I i

If II Iti' rr9'i 'I ~• .. ,



_sa> ac;P.OP'MlOT"s.;w"'~2

~iI f'tft'tw!Mr__ .
Tanggat P't-Ioe"~11\

yr'LUNASPEMRERI)AVAAN l'EREMPUA1·...DAN .
PBRLINDUNGAN ANAK KO'l'A 1I1~L" CwIl..anOltn

Ij," tiMA D,SE
~~ t9UP131992"'..:!10C6

P£lAyA.UJlllJJUI(A."I(ElEKAINf
_ .... ....,--".

,m ,..._
I &ICMIt ~.I" p'h'fwllrtlIrvGe!:aler dIIn

I UIlO:ll'9Una:t"iN_ 2l riM 2000! IIII''''UPt~An r.MiIl'1I'.lln lOP.
OftIJI'RuneI! 2 ~"*ld""'_ltcI~~'I, \Jf\Cletlt-l,/ndMg ~ I~ lW'llrl "*~~""~!~5411#<Ill" -...., , &!clIrl_. J'II'~UI;g$ dIIn 1I111.,;p1-,",, \Inden~~ NoRO 21 lfhll'l1OO' *""9 ~:trIRrI r~
P....P~~

• ~JIom:IIl!lt ... »M..... ~_ lJSGr'9-
~""21t"""2O» ... PwhI........

• ~ ~ IlION' t TAlI lOCI ..,., T.. On 13'>_--=eN¥r-l~"""''''~:_Pi:wo..._.,....
• -----""..........,". NI) I ''''''' '2010 ..... '*'- N.,..., ,.,.....ll',u,

~1eI! 0111 InA l(o.bII't)I'M~, Pftrw,n u.m.n tMQln~" Ptr~ diM! P(firWlgtm
ArlIIt r~" rIM 20161IIl~ P.dowI f'tI~ Utilp...._,.
T~OWWlP~~fI~.,A/IB\_,,"" Pw~~ ....

8()!I11,.la«Ol:-gct:l~ ~'" t.trirr., ~ lll,11WI le;ecb I 'iOII';~
~UIII :lInAnakKden ~.... "'" , roomllir I"t..,~ t•...m.I.n , Retam...., FOOIIIIIWl*et-"-9'"'' KTPl• SWlII_ ... "" .. k-s 'iWi"• ....... ..,.,,1..... ~

1:Ofe ... .,...JIII'j.......... ' •• m. ___
I ....~QISlilc:mNltanw..lI9ift,.,.. ..... ~ ....
tw.tb~~ .......-nlO!:..._....,.,._, .. __ .".
J Mqh~p~.OItI*"
I &oitaD.. ~ .w;m_lIlM '011"l1li'...,1IcIbIWIW,n.l~.
$ ' .... ~db'll'9unU.

• ,..~II'I."JIIIJ....I*II'kllbclll,kll'JlWgf!flVl ... " mlOOln$OOter tlkJ!n'" 1eIn,
•• ~., bnln~M1'nblnIItlIlLIlI '11M Ilf'IP."'" 1A!tllLfl•

• &dj;lId~NIf11l811~_"'~"'!I'1I).J ~<IefIi8I,..1lt ~• \__"dM "*' ~II PtI~ \Ill~"*'IIf'IU. 1I""<11t1WW~~ftOI'IIn d.l1at!.,..lIt.Il;eko..,-,......,......_
• """WW!~ ...... \trtIIfI..".~ 1IPfIPm;_
t ~~~",lOIaWI"''''''~'''''_'
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5. SOP Pelayanan Rujukan Rehabifitasi Sosial
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